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Abstract:

The politics of dynasty refers to a system of governance in which power 1s passed down
through hereditary succession within a particular family or lineage. This phenomenon
has occurred throughout the history of Islamic governance. This article aims to analyze
dynastic politics from an Islamic perspective, both theologically and ethically, focusing
on how this system is either accepted or opposed by Islamic teachings that emphasize
the principles of justice, trustworthiness (amanah), and competence in the selection of
leaders. The central question raised in this article is whether the politics of dynasty aligns
with Islamic teachings, given Islam’s core principles in leadership selection, which
prioritize capability, justice, and integrity.

The data for this study were obtained through a literature review of classical and
contemporary texts, including the Qur’an, hadiths, and works of Islamic scholars and
political thinkers. The analysis uses a qualitative approach to explore theological and
ethical arguments related to dynastic politics and compares them with the principles of
leadership in Islam.

The findings of this study indicate that although Islam does not explicitly prohibit the
politics of dynasty, there are strong theological and ethical arguments asserting that
leaders should be chosen based on competence and integrity, rather than lineage alone.
As a concept, the article suggests that while dynastic systems have historical roots in
Islamic political history, they should be critically re-evaluated in the modern context to
align with the Islamic principles of social justice, community participation, and
governmental accountability.

Keywords: Islamic perspective; political theology; political ethics; Islamic leadership;
social justice; deliberation; politics of dynasty

LATAR BELAKANG

Politik dinasti dalam sejarah Islam merupakan topik yang kontroversial karena
tampak bertentangan dengan prinsip musyawarah (syiira) dan meritokrasi yang diajarkan
dalam Al-Qur’an dan diteladankan Nabi Muhammad SAW'. Meskipun pada awalnya

kepemimpinan dalam Islam bersifat partisipatif, praktik kekuasaan yang diwariskan

! Muhammad Asad, The Message of the Qur’an, (Gibraltar: Dar al-Andalus, 1980), 122.
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muncul sejak masa Muawiyah dan berkembang menjadi pola umum dalam berbagai
dinasti Islam seperti Umayyah, Abbasiyah, dan Utsmani®.

Politik dinasti telah menjadi fenomena yang kian marak dalam sistem demokrasi di
dunia Islam. Para akademisi dan pengamat politik sering memperdebatkan implikasinya
terhadap kualitas demokrasi di dunia Islam, terutama dalam kaitannya dengan nilai-nilai
keadilan, representasi, dan partisipasi politik yang sehat. Menurut Hadiz, politik dinasti
sering kali memicu eksklusivitas kekuasaan, yang mengarah pada pembentukan oligarki
politik di mana kekuasaan terkonsentrasi dalam keluarga atau kelompok tertentu. Praktik
ini dinilai membatasi ruang partisipasi politik yang lebih luas, terutama bagi mereka yang
tidak memiliki latar belakang atau koneksi keluarga politik.?

Dalam Islam, prinsip keadilan, amanah, dan musyawarah menjadi fondasi utama
dalam politik dan kepemimpinan. Namun, ketika politik dinasti dijalankan tanpa
mempertimbangkan meritokrasi atau kemampuan individu, ia dapat bertentangan dengan
ajaran tersebut. Ibn Taymiyyah juga menegaskan bahwa kepemimpinan dalam Islam
harus diberikan kepada yang paling layak dan memiliki kemampuan, bukan semata-mata
berdasarkan hubungan darah atau kekerabatan.’

Selain itu, secara etis, politik dinasti memiliki potensi besar untuk menimbulkan
nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini dikritik oleh Al-Ghazali yang
menyatakan bahwa seorang pemimpin harus memiliki tanggung jawab moral yang tinggi
serta bersikap adil dalam menjalankan kekuasaannya.® Oleh karena itu, penerapan politik
dinasti di dunia Islam perlu dievaluasi dari sudut pandang teologis dan etis dalam Islam,
untuk memastikan bahwa praktik ini tidak menghalangi tercapainya pemerintahan yang

adil dan inklusif.

Politik Dinasti dalam Perspektif Islam

Politik dinasti adalah praktik di mana kekuasaan politik diwariskan atau dijalankan
oleh anggota keluarga tertentu dalam suatu wilayah kekuasaan. Dalam konteks demokrasi
di dunia Islam, politik dinasti sering kali terlihat di level wilayah maupun negara.

Meskipun negara-negara di dunia Islam mengadopsi sistem demokrasi yang

2 Baca Hugh Kennedy, The Prophet and the Age of the Caliphates, (London: Routledge, 2004), 79-80.
3 V. Hadiz, (2010). Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective.
Stanford University Press. 45.

4a l-Mawardi. (2010). Al-Ahkam Al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
89.

5 Ibn Taymiyyah. (2000). A/-Siyasah al-Shar'iyyah. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.150

¢ al-Ghazali. (1998). Thya Ulumuddin. Dar al-Ma'arif. 73.
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mengedepankan partisipasi politik dan kompetisi terbuka, politik dinasti menjadi
tantangan serius bagi kualitas demokrasi. Praktik ini cenderung mengurangi kompetisi
yang sehat dan memperkuat eksklusivitas kekuasaan dalam keluarga atau kelompok
tertentu.

Menurut Hadiz, politik dinasti di dunia Islam seperti di Indonesia kerap kali
berkembang karena adanya konsentrasi kekuasaan dalam lingkup elit politik lokal. Di
banyak daerah, keluarga yang sudah memiliki akses kekuasaan memanfaatkan posisi
mereka untuk mempertahankan kendali politik melalui kerabat dekat, baik anak,
pasangan, atau saudara. Hal ini memunculkan oligarki politik yang tidak hanya
memengaruhi kualitas demokrasi, tetapi juga menghambat regenerasi politik yang lebih
terbuka.’

Selain itu, Kurniawan menambahkan bahwa politik dinasti sering kali muncul karena
kelemahan sistem politik, di mana penegakan aturan etis dan moral dalam pemilihan
sering kali diabaikan. Pemilih sering kali terpengaruh oleh popularitas dan pengaruh
kekuasaan keluarga, daripada mempertimbangkan kemampuan dan kompetensi calon
pemimpin. Akibatnya, muncul risiko adanya pemimpin yang kurang berkapasitas, namun
tetap terpilih karena faktor hubungan kekerabatan.®

Politik dinasti juga berdampak pada demokrasi partisipatoris. Seperti yang disebutkan
oleh Buehler, praktik ini cenderung menutup peluang bagi calon pemimpin dari kalangan
yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan elit politik. Akibatnya, politik dinasti
mengurangi peluang bagi masyarakat umum untuk berpartisipasi dalam proses politik
secara adil dan kompetitif. Kondisi ini memperparah ketimpangan politik dan mengarah
pada penguatan oligarki, di mana kekuasaan terpusat pada segelintir keluarga yang
berpengaruh.’

Dalam beberapa kasus, politik dinasti juga dapat memicu konflik kepentingan dan
penyalahgunaan kekuasaan. Penguasaan kekuasaan oleh keluarga tertentu memudahkan
anggota keluarga untuk mengakses sumber daya negara dan menggunakan kekuasaan
demi kepentingan pribadi atau keluarga, bukan demi kesejahteraan rakyat secara luas. Hal
ini bertentangan dengan prinsip dasar demokrasi yang menuntut adanya keterbukaan,

akuntabilitas, dan tanggung jawab publik dari para pemimpin.

7 Hafiz, Localising Powerm, 45

8 Kurniawan, A. (2015). Dinasti Politik di Indonesia: Antara Demokrasi dan Oligarki. Pustaka
Pelajar. 78.

° Buehler, M. (2013). The Politics of Shari'a Law: Islamists and the State in Indonesia and Beyond.
Cambridge University, 124

e-ISSN: 3025-1575 | 310



Dalam Islam, kepemimpinan memiliki landasan yang kuat berdasarkan ajaran Al-
Qur'an dan Sunnah. Prinsip-prinsip teologis Islam seperti keadilan (‘adl), musyawarah
(syura), dan amanah sangat penting dalam memilih pemimpin yang bertanggung jawab
dan adil. Namun, politik dinasti sering kali dinilai bertentangan dengan nilai-nilai ini

karena beberapa alasan teologis yang mendasar.

Keadilan dalam Islam

Prinsip keadilan adalah inti dari ajaran Islam dalam mengatur kepemimpinan. Al-
Qur'an menekankan bahwa keadilan adalah landasan dalam setiap keputusan, terutama
dalam memimpin suatu umat. Ajaran Islam memerintahkan agar amanah diserahkan
kepada yang berhak, yaitu mereka yang mampu menjalankan tugasnya dengan adil dan
bijaksana: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak
menerimanya..." "°

Politik dinasti seringkali bertentangan dengan prinsip ini, karena dalam banyak kasus,
pemimpin yang dipilih melalui mekanisme dinasti bukanlah orang yang paling layak
secara kompetensi, tetapi karena hubungan keluarga. Al-Mawardi (2010: 73) dalam Al
Ahkam al-Sultaniyyah menjelaskan bahwa kepemimpinan dalam Islam harus diberikan
kepada yang paling berkapasitas, bukan berdasarkan kekerabatan. Hal in1i menunjukkan

bahwa politik dinasti dapat menghambat pemberlakuan keadilan, karena tidak selalu

memberikan kesempatan kepada individu yang lebih kompeten.!!

Musyawarah (Syura) sebagai Prinsip Pemilihan Pemimpin

Musyawarah merupakan metode penting dalam pemilithan pemimpin dalam Islam.
Dalam Surah Asy-Syura ayat dinyatakan bahwa orang-orang beriman adalah mereka yang
selalu bermusyawarah dalam segala urusan: "Dan (bagi) orang-orang yang menerima
(mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan
musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan
kepada mereka." 2

Politik dinasti, yang cenderung tidak memberi ruang bagi musyawarah secara terbuka,
dapat bertentangan dengan prinsip ini. Ketika calon pemimpin ditetapkan hanya

berdasarkan kekerabatan, tanpa ada proses musyawarah atau partisipasi aktif dari

19(QS. An-Nisa: 58).

" Al-Mawardi. (2010). Al-Ahkam Al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah. Dar Al-Kutub Al-
[lmiyyah.73

12 (QS. Asy-Syura: 38).
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masyarakat luas, praktik tersebut melemahkan esensi syura dalam memilih pemimpin. Ibn
Taymiyyah menekankan bahwa musyawarah adalah bentuk partisipasi publik yang krusial
dalam memastikan bahwa pemimpin yang dipilih adalah yang terbaik dan paling mampu

melayani kepentingan umat."?

Amanah dalam Kepemimpinan

Amanah dalam Islam menuntut agar seorang pemimpin bertanggung jawab penuh
atas tugas yang diberikan dan menjalaninya dengan kejujuran serta integritas. Islam
menekankan bahwa seseorang hanya dibebani sesuai dengan kapasitasnya:"Allah tidak
membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya...” **

Politik dinasti sering kali mengabaikan prinsip amanah ini, di mana jabatan
kepemimpinan diberikan kepada anggota keluarga yang mungkin tidak memiliki kapasitas
atau keahlian yang cukup. Hal ini tidak hanya membahayakan kepentingan publik, tetapi
juga dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Al-Ghazali dalam lhya
Ulumuddin juga menyoroti pentingnya amanah dalam kepemimpinan, di mana ia
menegaskan bahwa seorang pemimpin harus dipilith berdasarkan kapasitas dan
moralitasnya, bukan karena hubungannya dengan pemimpin sebelumnya.'

Berdasarkan prinsip-prinsip teologis Islam, politik dinasti menunjukkan sejumlah
kelemahan yang bertentangan dengan ajaran Islam, terutama dalam aspek keadilan,
musyawarah, dan amanah. Sistem dinasti dapat menghambat pemilihan pemimpin yang
kompeten dan adil, melemahkan proses musyawarah, dan mengabaikan prinsip amanah
dalam kepemimpinan. Oleh karena itu, praktik politik dinasti di Indonesia harus dievaluasi
secara teologis agar sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab dalam Islam.

Dalam perspektif etika Islam, kepemimpinan bukan hanya sekadar jabatan, melainkan
amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara moral dan spiritual. Politik dinasti
sering kali menjadi isu yang dikritik karena potensi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip
etika, seperti transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab sosial. Prinsip-prinsip etis in1
tidak hanya berakar pada nilai-nilai universal, tetapi juga pada ajaran Islam yang

menekankan pentingnya kejujuran, keadilan, dan amanah.

13 Al-Gazali, Thya' Ulum al-Din, 81Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.102
14 QQS. Al-Bagarah: 286).
15 Al-Ghazali. (1998). Thya Ulumuddin. Dar al-Ma'arif. 79
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Politik Dinasti Berdasarkan Prinsip-prinsip Etis
Nepotisme dan Penyalahgunaan Kekuasaan

Nepotisme adalah salah satu bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang erat kaitannya
dengan politik dinasti. Dalam etika Islam, pemimpin harus dipilih berdasarkan kualitas
dan integritas, bukan karena hubungan kekerabatan. Al-Ghazali (1998: 81) dalam IAya
Ulumuddin menekankan bahwa salah satu bentuk kezaliman adalah ketika pemimpin tidak
memiliki kelayakan untuk memimpin, namun tetap diberi jabatan karena kedekatan
dengan penguasa sebelumnya. Politik dinasti, dalam konteks ini, berisiko memperkuat
praktik nepotisme, di mana jabatan diberikan kepada anggota keluarga tanpa
memperhatikan meritokrasi.'®

Nepotisme tidak hanya mencederai prinsip etis dalam kepemimpinan, tetapi juga
memperlemah integritas moral suatu sistem politik. Pemimpin yang dihasilkan dari politik
dinasti sering kali lebih rentan terhadap konflik kepentingan karena keterlibatan hubungan
keluarga dalam pengambilan keputusan. Dalam banyak kasus, kekuasaan yang
terkonsentrasi di dalam satu keluarga dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan
demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, yang pada akhirnya merugikan

masyarakat luas.

Transparansi dan Akuntabilitas
Dalam Islam, seorang pemimpin harus memiliki komitmen tinggi terhadap
transparansi dan akuntabilitas. Surah Al-Baqarah ayat 282 menyebutkan pentingnya
mencatat dan menyaksikan setiap perjanjian agar terhindar dari kebohongan atau
kecurangan:
"Dan janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil..."
Politik dinasti sering kali menutup ruang bagi transparansi dan akuntabilitas yang
sebenarnya. Hal ini karena kekuasaan yang diwariskan kepada keluarga cenderung
dilakukan secara tertutup, tanpa proses seleksi terbuka yang memastikan kompetensi dan
integritas calon pemimpin. Al-Mawardi dalam Al-Ahkam Al-Sultaniyyah menegaskan
bahwa pemimpin harus dipilih dengan cara yang terbuka dan akuntabel kepada
masyarakat. Ketika proses ini diabaikan, politik dinasti menjadi tidak sesuai dengan

standar etis yang menuntut transparansi dalam pemerintahan.'®

16 Al-Gazali, Thya' Ulum al-Din, 81
17(QS. Al-Baqarah: 282).
18 Al=Mawardi, al-Ahkam al-Sultoniyah, 89
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Akuntabilitas juga sering kali terabaikan dalam politik dinasti, di mana pemimpin baru
merasa lebih bertanggung jawab kepada keluarga atau kelompoknya daripada kepada
masyarakat yang ia pimpin. Hal ini bertentangan dengan prinsip Islam yang menuntut
pemimpin untuk memprioritaskan kepentingan publik dan bertanggung jawab kepada
rakyat atas setiap tindakannya. Menurut Al-Ghazali, seorang pemimpin yang tidak jujur
dan tidak transparan dalam kepemimpinannya dapat membawa kerusakan besar bagi

masyarakat. '

Keadilan Sosial dan Pemerintahan Inklusif

Keadilan sosial adalah pilar penting dalam etika Islam, di mana setiap orang memiliki
hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan menikmati hasil
pembangunan. Politik dinasti sering kali menjadi hambatan bagi pemerintahan yang
inklusif, di mana partisipasi politik terbatas pada kelompok-kelompok tertentu yang
memiliki akses kekuasaan. Dalam Islam, setiap individu berhak atas kesempatan yang
sama untuk menjadi pemimpin, sesuai dengan kompetensinya, bukan karena hubungan
kekerabatan.

Ibn Taymiyyah dalam A/-Siyasah al-Shar'iyyah menyatakan bahwa salah satu bentuk
ketidakadilan adalah ketika akses kekuasaan hanya dimonopoli oleh kelompok tertentu,
yang menyebabkan ketimpangan sosial dan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya.
Politik dinasti, dalam konteks ini, menciptakan struktur kekuasaan yang eksklusif dan
tidak adil, di mana kekuasaan dan kesempatan politik tidak terbagi secara merata.*

Lebih jauh lagi, Al-Ghazali menekankan bahwa pemerintahan yang adil harus
memberikan ruang kepada semua individu untuk berkontribusi, tanpa diskriminasi
berdasarkan status sosial atau hubungan keluarga. Politik dinasti cenderung mengabaikan
prinsip inklusivitas ini, karena pemimpin dipilih bukan berdasarkan kapasitas, melainkan
karena faktor hubungan keluarga. Kondisi ini bertentangan dengan nilai-nilai etis yang
diajarkan dalam Islam, yang mengedepankan keadilan sosial dan pemerintahan yang
inklusif.?!

Berdasarkan prinsip-prinsip etis, politik dinasti di Indonesia menunjukkan sejumlah
kelemahan signifikan yang bertentangan dengan ajaran etika Islam, terutama dalam hal

transparansi, akuntabilitas, dan keadilan sosial. Nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan,

19 Al-Gazali, Thya' Ulum al-Din, 85
20 Ibn Taymiyyah, Al-Siyasah al-Shar'iyyah, 150
2l Al-Gazali, Thya' Ulum al-Din, 87
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serta kurangnya pemerintahan yang inklusif dan transparan adalah masalah utama yang
muncul dari politik dinasti. Evaluasi dan perbaian terhadap praktik ini sangat penting
untuk memastikan bahwa sistem politik di Indonesia berjalan sesuai dengan prinsip-

prinsip etis yang mendukung keadilan, tanggung jawab, dan akuntabilitas

Dampak Politik Dinasti terhadap Sistem Demokrasi

Politik dinasti memiliki dampak signifikan terhadap sistem demokrasi, terutama
dalam konteks dunia Islam seperti Indonesia. Meski Indonesia menganut sistem
demokrasi yang menekankan pada partisipasi, kompetisi politik, dan perwakilan yang
inklusif, politik dinasti sering kali merusak fondasi demokrasi tersebut. Ada beberapa

dampak utama yang muncul dari politik dinasti terhadap sistem demokrasi:

Pengurangan Kompetisi Politik yang Sehat

Salah satu dampak utama dari politik dinasti adalah pengurangan kompetisi politik
yang sehat. Dalam demokrasi, kompetisi politik yang terbuka dan adil adalah elemen
penting yang memungkinkan rakyat memilih pemimpin terbaik berdasarkan kapasitas dan
visi politiknya. Namun, politik dinasti sering kali menutup peluang bagi kandidat lain yang
bukan bagian dari keluarga politik yang berkuasa.

Menurut Winters dalam Oligarchy and Democracy in Indonesia, politik dinasti
menyebabkan terjadinya konsentrasi kekuasaan pada keluarga atau kelompok tertentu,
sehingga mengurangi peluang bagi calon-calon potensial yang tidak memiliki koneksi
keluarga atau elit politik. Hal ini memperlemah kompetisi politik karena calon dari dinasti
politik sering kali mendapatkan dukungan besar dari jaringan kekuasaan yang sudah ada,

baik melalui akses sumber daya maupun pengaruh politik.?

Menguatkan Oligarki dan Nepotisme

Politik dinasti juga berdampak pada penguatan oligarki di mana kekuasaan politik dan
ekonomi terkonsentrasi pada kelompok elit tertentu. Winters (2011: 62) menegaskan
bahwa oligarki di Indonesia dipertahankan melalui politik dinasti, di mana para elite
menggunakan kekuasaan mereka untuk mempertahankan dominasi politik melalui jalur
keluarga. Hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi yang seharusnya memberikan

akses yang setara kepada semua warga negara untuk terlibat dalam politik.?

22 Winters, J. (2011). Oligarchy and Democracy, 56
23 Winters, J. (2011). Oligarchy and Democracy, 62
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Nepotisme menjadi masalah tambahan yang terkait dengan politik dinasti. Kekuasaan
yang terpusat pada satu keluarga sering kali menyebabkan terjadinya penyalahgunaan
wewenang dan pengangkatan pejabat yang tidak kompeten hanya karena hubungan
keluarga. Ini melemahkan sistem meritokrasi yang ideal dalam demokrasi, di mana
jabatan seharusnya diberikan berdasarkan kemampuan dan kompetensi, bukan hubungan

kekerabatan.

Menurunnya Partisipasi Publik dalam Politik

Dalam sebuah demokrasi yang sehat, partisipasi politik yang aktif dari masyarakat
adalah hal yang sangat penting. Namun, politik dinasti dapat mengakibatkan apatisme
politik di kalangan masyarakat. Ketika masyarakat merasa bahwa kekuasaan politik sudah
"dikendalikan" oleh segelintir keluarga yang berpengaruh, mereka cenderung menjadi
skeptis terhadap kemungkinan terjadinya perubahan melalui proses politik yang ada.

Menurut Hadiz, politik dinasti menciptakan persepsi bahwa proses politik sudah
dimanipulasi untuk kepentingan keluarga yang berkuasa, sehingga kepercayaan publik
terhadap demokrasi melemah. Ini mengurangi motivasi masyarakat untuk terlibat aktif
dalam pemilu atau proses politik lainnya, karena mereka merasa hasilnya sudah

ditentukan.?

Menghambat Regenerasi Politik

Regenerasi politik adalah komponen penting dalam demokrasi yang dinamis, di mana
generasi baru dengan ide-ide segar dapat muncul sebagai pemimpin yang mewakili
kepentingan rakyat. Politik dinasti menghambat proses regenerasi ini karena kekuasaan
cenderung diwariskan secara eksklusif di dalam keluarga. Menurut Kurniawan dalam
Dinasti Politik di Indonesia, pengaruh keluarga yang kuat dalam politik menghalangi
munculnya kader-kader baru yang potensial, karena mereka tidak memiliki akses yang
sama terhadap sumber daya politik dan dukungan yang diperlukan untuk maju.?

Hal ini memperburuk stagnasi politik, di mana politikus yang berasal dari dinasti
keluarga cenderung memprioritaskan status quo daripada inovasi dan perubahan.
Regenerasi yang terhambat ini menyebabkan sistem politik menjadi kurang responsif

terhadap perubahan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

24 Hadiz, V. (2010). Localising Power, 78
2 Kurniawan, Dinasti Politik di Indonesia, 92
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Konsolidasi Kekuasaan yang Bertentangan dengan Prinsip Demokrasi

Dalam demokrasi, kekuasaan seharusnya dibatasi dan tersebar secara merata untuk
mencegah penyalahgunaan. Namun, politik dinasti sering kali menciptakan konsolidasi
kekuasaan yang tidak sehat. Kekuasaan yang berkelanjutan dalam satu keluarga dapat
menghasilkan kecenderungan untuk mempertahankan kekuasaan dengan cara-cara yang
tidak demokratis, seperti manipulasi pemilu, penyalahgunaan anggaran, atau penggunaan
sumber daya negara untuk kepentingan pribadi.

Buehler menyoroti bahwa konsolidasi kekuasaan dalam politik dinasti di Indonesia
sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang menekankan pergantian
kekuasaan secara reguler dan partisipasi yang inklusif. Dalam banyak kasus, kekuasaan
yang terpusat ini juga berdampak pada minimnya akuntabilitas dari para pemimpin,
karena mereka merasa terlindungi oleh jaringan kekuasaan keluarganya.?

Politik dinasti memiliki dampak yang merugikan terhadap sistem demokrasi,
termasuk pengurangan kompetisi politik, penguatan oligarki, penurunan partisipasi
publik, dan hambatan terhadap regenerasi politik. Konsolidasi kekuasaan dalam keluarga
politik bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang mengedepankan transparansi,
akuntabilitas, dan keadilan dalam distribusi kekuasaan. Oleh karena itu, politik dinasti di
dunia Islam termasuk Indonesia perlu dievaluasi untuk menjaga integritas sistem

demokrasi dan memastikan partisipasi yang lebih inklusif.

Potensi Kerugian dan Manfaat Politik Dinasti

Politik dinasti, meskipun sering dikritik karena berbagai kelemahan dan dampaknya
terhadap sistem demokrasi, juga dapat memiliki beberapa manfaat tertentu. Analisis ini
akan membahas potensi kerugian dan manfaat dari politik dinasti, khususnya dalam

konteks politik Indonesia, dengan mempertimbangkan faktor-faktor teoretis dan empiris.

Potensi Kerugian Politik Dinasti
Penyalahgunaan Kekuasaan dan Korupsi

Salah satu potensi kerugian terbesar dari politik dinasti adalah penyalahgunaan
kekuasaan dan korupsi. Ketika kekuasaan terkonsentrasi di tangan satu keluarga, terdapat
risiko besar bahwa kekuasaan tersebut disalahgunakan untuk keuntungan pribadi atau
kelompok tertentu. Winters dalam Oligarchy and Democracy in Indonesia menjelaskan bahwa

politik dinasti sering kali memungkinkan para pemimpin yang berasal dari keluarga politik

26 Buehler, M. (2013). The Politics,135

e-ISSN: 3025-1575 | 317



untuk melindungi kepentingan keluarga mereka dan memperkaya diri, yang dapat
menyebabkan korupsi sistemik dalam pemerintahan.?’

Politik dinasti juga memungkinkan praktik nepotisme di mana anggota keluarga diberi
jabatan publik tanpa melalui proses seleksi yang transparan. Hal ini dapat mengarah pada
kurangnya akuntabilitas, yang pada gilirannya memperburuk tingkat korupsi di dalam
pemerintahan.

Penghambatan Regenerasi dan Inovasi Politik

Politik dinasti sering kali menghambat regenerasi politik karena kekuasaan
dipertahankan dalam lingkup keluarga. Kurniawan dalam Dinasti Politik di Indonesia
menyatakan bahwa sistem dinasti dalam politik menyebabkan stagnasi dalam inovasi dan
ide-ide baru, karena para pemimpin yang berasal dari dinasti cenderung mempertahankan
status quo. Ketika tidak ada ruang untuk regenerasi, kader-kader politik baru yang lebih
progresif atau memiliki ide-ide segar menjadi sulit untuk naik ke posisi kekuasaan.?

Regenerasi politik yang lambat ini tidak hanya melemahkan dinamika politik, tetapi
juga menyebabkan kebijakan yang diambil kurang adaptif terhadap perubahan sosial dan
tantangan baru yang muncul di masyarakat. Hal ini pada akhirnya memperlemah
responsivitas pemerintahan terhadap kebutuhan rakyat.

Pembatasan Partisipasi Politik dan Demokrasi yang Tidak Inklusif

Salah satu ciri dari politik dinasti adalah eksklusivitas dalam proses pemilihan
pemimpin. Politik dinasti membatasi partisipasi politik yang seharusnya inklusif, karena
kekuasaan sering kali dipertahankan di tangan keluarga politik tertentu. Hadiz dalam
Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia menegaskan bahwa politik dinasti
menciptakan sistem politik yang tertutup, di mana akses terhadap kekuasaan hanya
terbuka bagi anggota keluarga atau individu yang memiliki kedekatan dengan keluarga
penguasa.”

Pembatasan ini berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses
politik, terutama bagi mereka yang tidak memiliki koneksi politik atau modal sosial yang
memadai. Dalam jangka panjang, hal ini dapat melemahkan demokrasi karena rakyat
tidak memiliki kesempatan yang adil untuk memilih atau dipilih berdasarkan kapasitas

dan meritokrasi.

27 Winters, Oligarchy and Democracy, 64
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Konsolidasi Kekuasaan yang Berpotensi Otoriter

Politik dinasti memiliki kecenderungan untuk mengonsolidasikan kekuasaan dalam
satu kelompok atau keluarga. Buehler dalam The Politics of Shari'a Law menyoroti bahwa
konsolidasi kekuasaan semacam ini berpotensi menciptakan pemerintahan yang otoriter,
di mana keluarga yang berkuasa menggunakan pengaruh dan sumber daya mereka untuk
mempertahankan kekuasaan dengan segala cara. Hal ini bertentangan dengan prinsip
dasar demokrasi yang mengharuskan adanya rotasi kekuasaan dan kontrol publik terhadap
pemerintah.*

Kekuasaan yang terkonsentrasi dalam satu keluarga juga dapat memicu penggunaan
sumber daya negara untuk memperkuat kekuasaan politik mereka, yang pada akhirnya

merugikan rakyat dan melemahkan institusi demokrasi.

Potensi Manfaat Politik Dinasti
Stabilitas Politik

Salah satu manfaat yang sering dikemukakan dalam politik dinasti adalah potensi
untuk menciptakan stabilitas politik. Keluarga politik yang memiliki jaringan luas dan
pengalaman dalam pemerintahan dapat menjaga kontinuitas kebijakan dan pemerintahan,
yang pada akhirnya bisa mencegah ketidakstabilan politik yang mungkin terjadi jika terjadi
pergantian kepemimpinan yang terlalu sering.

Menurut Winters, politik dinasti di beberapa negara berkembang, termasuk Indonesia,
dapat memberikan stabilitas di tengah ketidakpastian politik karena keluarga yang
berkuasa sudah memiliki kendali atas sumber daya politik dan sosial. Hal ini dapat
membantu menghindari konflik politik atau kekosongan kepemimpinan yang dapat

menimbulkan ketidakstabilan.®!

Transfer Pengetahuan dan Pengalaman Politik

Politik dinasti juga dapat memberikan manfaat dalam bentuk transfer pengetahuan
dan pengalaman politik dari generasi ke generasi. Keluarga politik yang sudah lama
terlibat dalam pemerintahan memiliki pengalaman dan pemahaman yang mendalam
tentang mekanisme politik dan administrasi pemerintahan. Hal ini dapat membantu
mempercepat proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan.

Kurniawan menyoroti bahwa politikus yang berasal dari keluarga dinasti sering kali

memiliki keunggulan dalam hal pengetahuan politik, karena mereka telah dibesarkan
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dalam lingkungan politik. Pengetahuan ini bisa menjadi aset penting dalam menjaga
stabilitas dan efisiensi pemerintahan, terutama di negara-negara dengan birokrasi yang
kompleks.*

Jaringan Kekuasaan yang Kuat

Keluarga politik yang terlibat dalam politik dinasti biasanya memiliki jaringan
kekuasaan yang luas, baik di dalam maupun luar negeri. Jaringan ini dapat dimanfaatkan
untuk memperkuat hubungan internasional, membangun aliansi politik, dan
mendatangkan investasi. Dalam beberapa kasus, jaringan kekuasaan yang kuat ini dapat
memberikan manfaat bagi negara, karena memungkinkan terciptanya hubungan
diplomatik yang stabil dan terjalinnya kerja sama internasional yang saling
menguntungkan.

Menurut Hadiz, jaringan kekuasaan yang dimiliki oleh dinasti politik sering kali
menjadi salah satu faktor yang memungkinkan pemerintahan untuk bertahan dan
berfungsi lebih baik di tengah tantangan global yang kompleks. Dengan dukungan dari
jaringan ini, negara dapat mempertahankan posisi strategis dalam politik internasional dan
mengamankan sumber daya yang penting bagi pembangunan.*

Politik dinasti membawa sejumlah potensi kerugian yang serius, termasuk
penyalahgunaan kekuasaan, hambatan regenerasi politik, pembatasan partisipasi, dan
konsolidasi kekuasaan yang berisiko otoriter. Namun, di sisi lain, politik dinasti juga
memiliki beberapa manfaat, seperti menciptakan stabilitas politik, transfer pengetahuan
politik, dan memperkuat jaringan kekuasaan. Analisis ini menunjukkan bahwa meskipun
politik dinasti memiliki keuntungan tertentu, kerugiannya lebih mendalam dan dapat

merusak fondasi demokrasi yang inklusif dan adil.

Rekomendasi untuk Membangun Pemerintahan yang Adil dan Transparan

Untuk membangun pemerintahan yang adil dan transparan, penting untuk mengatasi
berbagai tantangan yang ditimbulkan oleh politik dinasti dan meningkatkan praktik
pemerintahan secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa rekomendasi yang dapat
diterapkan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih adil dan transparan, disertai

dengan referensi dari berbagai sumber akademik.
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Memperkuat Sistem Meritokrasi dalam Pemilihan Pemimpin

Untuk memastikan bahwa pemilihan pemimpin berdasarkan kemampuan dan
kompetensi, penting untuk memperkuat sistem meritokrasi. Ini termasuk menetapkan
kriteria yang jelas dan objektif dalam pemilihan pejabat publik serta menghindari praktik
nepotisme.

Menurut Winters dalam Oligarchy and Democracy in Indonesia, sistem meritokrasi harus
menjadi landasan utama dalam proses pemilihan pemimpin untuk mencegah dominasi
politik oleh keluarga-keluarga elit. Pendekatan meritokratis dapat memastikan bahwa
pejabat publik terpilih berdasarkan kualifikasi dan bukan hubungan keluarga, yang pada

gilirannya dapat meningkatkan kualitas pemerintahan.*

Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah
Transparansi dan akuntabilitas merupakan pilar penting dari pemerintahan yang baik.
Pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang memastikan bahwa semua proses
pemerintahan dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Al-Mawardi dalam Al-Ahkam Al-Sultaniyyah menekankan pentingnya transparansi
dalam pemerintahan untuk menjaga kepercayaan publik. Implementasi mekanisme
pelaporan yang jelas, audit independen, dan akses informasi publik dapat memperkuat

akuntabilitas dan mengurangi kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan.*

Mendorong Partisipasi Publik dalam Proses Politik

Untuk menciptakan pemerintahan yang inklusif, penting untuk mendorong partisipasi
publik dalam proses politik. Ini termasuk menyediakan platform bagi masyarakat untuk
terlibat dalam pengambilan keputusan dan memberikan suara mereka dalam kebijakan
publik.

Hadiz dalam Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia menunjukkan bahwa
partisipasi publik yang aktif dapat meningkatkan legitimasi pemerintahan dan memastikan
bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan kepentingan rakyat. Pemerintah perlu
menyediakan saluran komunikasi yang efektif dan melibatkan masyarakat dalam dialog

politik.
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Reformasi Sistem Pemilihan Umum

Reformasi sistem pemilihan umum dapat membantu mengurangi dampak politik
dinasti dan memastikan bahwa pemilihan berlangsung secara adil dan transparan. Ini
termasuk reformasi dalam sistem pemilihan dan pembuatan aturan yang mencegah
dominasi oleh keluarga politik tertentu.

Buehler dalam The Politics of Shari'a Law menyarankan agar reformasi sistem pemilihan
umum perlu dilakukan untuk menghindari manipulasi politik dan memastikan bahwa
pemilihan berlangsung secara fair. Reformasi ini dapat mencakup penerapan aturan yang

membatasi masa jabatan dan mendukung pemilihan terbuka yang lebih inklusif.*’

Peningkatan Pendidikan Politik dan Kesadaran Publik

Pendidikan politik yang baik dan kesadaran publik yang tinggi adalah kunci untuk
memastikan bahwa masyarakat memahami hak-hak politik mereka dan dapat
berpartisipasi secara aktif dalam proses demokrasi.

Kurniawan dalam Dinasti Politik di Indonesia menyarankan peningkatan pendidikan
politik sebagai salah satu langkah penting untuk meningkatkan partisipasi publik dan
kesadaran tentang pentingnya pemerintahan yang adil. Program-program pendidikan
politik dan kampanye kesadaran dapat membantu masyarakat membuat keputusan yang
lebih informasi dan berpartisipasi dengan lebih aktif dalam proses politik.*®

Untuk membangun pemerintahan yang adil dan transparan, beberapa langkah penting
perlu diambil, termasuk memperkuat sistem meritokrasi, meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas, mendorong partisipasi publik, mereformasi sistem pemilihan umum, dan
meningkatkan pendidikan politik. Dengan menerapkan rekomendasi ini, diharapkan
dapat menciptakan sistem pemerintahan yang lebih inklusif dan responsif terhadap

kebutuhan rakyat, serta mengurangi dampak negatif dari politik dinasti.

KESIMPULAN

Politik dinasti di dunia Islam membawa dampak yang kompleks terhadap sistem
pemerintahan dan demokrasi, terutama ketika dianalisis melalui lensa perspektif Islam.
Kajian teologis dan etis menawarkan wawasan mendalam tentang bagaimana politik

dinasti berinteraksi dengan prinsip-prinsip Islam dan implikasinya terhadap keadilan
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Secara teologis, Islam menekankan prinsip-prinsip keadilan, musyawarah (syura), dan
amanah dalam kepemimpinan. Politik dinasti, yang sering kali membatasi akses politik
dan kekuasaan hanya dalam lingkup keluarga, bertentangan dengan prinsip-prinsip
keadilan karena mengabaikan meritokrasi dan pengambilan keputusan yang berbasis pada
kompetensi dan kemampuan individu, bukan hubungan kekerabatan.

Islam mengajarkan bahwa kepemimpinan harus didasarkan pada kemampuan dan
keadilan, bukan pada ikatan darah atau keluarga. Oleh karena itu, politik dinasti yang
memperkuat dominasi keluarga dapat dianggap bertentangan dengan prinsip dasar Islam
tentang keadilan dan transparansi dalam pemerintahan.

Dalam perspektif etis, meskipun Islam tidak melarang secara eksplisit penerusan
kekuasaan dalam keluarga, nilai-nilai seperti transparansi, kejujuran, dan tanggung jawab
sosial harus diutamakan dalam pemerintahan, hal tersebut tidak seharusnya mengabaikan
prinsip etis tentang partisipasi yang adil dan pemerintahan yang transparan.

Politik dinasti dapat menimbulkan masalah dalam hal penguatan nepotisme dan
pembatasan partisipasi politik yang lebih luas. Nilai-nilai etis dalam Islam mengharuskan
bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang adil untuk berpartisipasi dalam politik
dan bahwa pemerintahan harus bertanggung jawab kepada rakyat, bukan hanya kepada
kelompok keluarga tertentu.

Politik dinasti juga memiliki implikasi serius terhadap sistem demokrasi, termasuk
pengurangan kompetisi politik yang sehat, penguatan oligarki, dan penghambatan
partisipasi publik. Sistem dinasti berpotensi mengurangi partisipasi politik yang inklusif
dan menurunkan kualitas pemerintahan. Hal ini dapat menyebabkan stagnasi dalam
inovasi politik dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi.

Untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh politik dinasti dan memastikan
pemerintahan yang lebih adil dan transparan, beberapa langkah penting dapat diambil.
Reformasi sistem pemilihan umum, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta
mendorong partisipasi publik adalah beberapa langkah yang direkomendasikan untuk
menciptakan sistem pemerintahan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan
rakyat. reformasi ini penting untuk memastikan bahwa pemerintahan berfungsi dengan
baik sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan etika Islam.

Politik dinasti di dunia Islam, ketika dianalisis dari perspektif teologis dan etis Islam,
menunjukkan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip dasar Islam mengenai keadilan,
transparansi, dan partisipasi. Meski menawarkan beberapa manfaat seperti stabilitas

politik, dampak negatifnya terhadap keadilan sosial dan demokrasi jauh lebih signifikan.
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Oleh karena itu, penting untuk melakukan reformasi dalam sistem politik dan
pemerintahan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip Islam tentang kepemimpinan

yang adil dan transparan dapat diterapkan secara efektif.
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